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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan
Gubernur Bali Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman
fermentasi dan/atau destilasi khas bali. Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi
Khas Bali Menurut Perpres No 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang
tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman
modal. ini untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana analisis terhadap pergub
Provinsi Bali No 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola minuman fermentasi khas Bali
menurut Perpres No 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan 2.
Bagaimana analisis figih siyasah dusturiyah terhadap peraturan gubernur provinsi
Bali No 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman khas Bali.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan
pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif
deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data
yang konkrit mengenai Peraturan Gubernur Bali Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020
Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali Menurut Perpres No 39
Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama suatu hukum yang lebih khusus
dapat dimenangkan bentuk aturannya dibandingkan hukum yang umum (lex
spesialis derogate legi generalis). Adanya Pergub No.1 Tahun 2020 ini tidak
mengahpuskan hukum yang terdapat pada Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang
daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan di bidang penanaman modal. Dengan demikian rancangan peraturan
gubernur yang akan disusun sebelum ditetapkan oleh gubernur agar diupayakan
memenuhi unsyr “perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” atau
berdasarkan kewenangan, karena apabila salah satu dari‘keduanya tidak terpenuhi
berdasarkan ketentuan Rasal 8 :ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan  peraturan - perundang-undangan,  konsekuensi  yuridisnya
pembentukan peraturan gubernur tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua minuman fermentasi dibali
menjadi bahan olahan yang turun menurun, menjadi kebutuhan dalam
peribadahan juga dalam pola kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, dan
menjadikan produk dalam negeri yang berani bersaing dengan produk impor yang
lebih dulu legal. Tentunya menumbuhkan regulasi yang mendukung industri
dalam negeri dalam persaingan pasar nasional. Sehingga dapat ditegaskan bahwa
keberadaan peraturan gubernur Provinsi Bali terkait tata kelola minuman
fermentasi dikatakan sebagai hukum yang layak diterapkan di masyarakat Bali,
juga telah menerapkan kontruksi pembentukan suatu hukum. Mengacu pada
sumber aturannya yakni pelestarian budaya serta pengembangan usaha kecil milik
masyarakat bawah. Yang secara langsung meningkatkan taraf hidup mereka.
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